
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 

NOMOR   80    TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

KABUPATEN SUMEDANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas 

pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan standar pelayanan minimal; 

  b. bahwa penetapan standar pelayanan minimal diharapkan dapat 

dijadikan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sumedang dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat dan sebagai acuan dalam mengukur indikator tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sumedang; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sumedang; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



 

 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5); 



 

 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1); 

  18.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian 

Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 

27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang 

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 49); 

  19.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan 

Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 

Nomor 47); 

    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG. 

   

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 

7. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana bisnis 5 (lima) tahunan yang 

disusun oleh RSUD sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program 

strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD sebagai BLUD. 



 

 

8. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD sebagai BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah 

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, 

kinerja dan anggaran RSUD sebagai BLUD. 

9. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum 

yang diberikan oleh RSUD sebagai BLUD. 

 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Bagian Kesatu 

Maksud 

 

Pasal 2 

 

(1) Standar pelayanan minimal dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan sebagai acuan dalam mengukur 

indikator tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh RSUD. 

 
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan 

kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan 

layanan. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 3 

 

Standar pelayanan minimal RSUD bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan 

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Sumedang. 

 

 

BAB III 

PERSYARATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 
Pasal 4 

 

(1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :  

a. fokus pada jenis pelayanan; 

b. terukur; 

c. dapat dicapai; 

d. relevan dan dapat diandalkan; dan 

e. tepat waktu. 

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan 

kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD. 

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang 

pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, 

dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat manfaatnya. 

 

 



 

 

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan 

kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi 

BLUD. 

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal 

dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.    

 
 

BAB IV 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 5 

 

(1) Ruang lingkup standar pelayanan minimal RSUD, meliputi : 

a. standar pelayanan minimal manajemen; 

b. standar pelayanan minimal pelayanan medik; 

c. standar pelayanan minimal penunjang medik; 

d. standar pelayanan minimal non medik. 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.   

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 
Ditetapkan di  Sumedang 

pada tanggal 13 Juli 2009 

 

                   BUPATI SUMEDANG, 
 

 

ttd 

 

           DON MURDONO 

 

Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 13 Juli 2009 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

ttd 
 

 

ATJE ARIFIN ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

TAHUN 2009  NOMOR 80 


